SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman [Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah,;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2018(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2017 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 49);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 5.638.960.579.478,97
b. Dana Perimbangan Rp. 7.055.134.429.266,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 8.963.579.146,00
Jumlah Pendapatan Rp12.703.058.587.890,97
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 3.464.489.476.375,00
2). Belanja Hibah Rp. 3.165.070.721.289,00
3). Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
4). Belanja Bagi Hasil Rp. 1.569.730.611.414,00
5). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 528.068.540.828,00
6). Belanja Tidak Terduga Rp. 53.155.528.758,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 8.780.514.878.664,00
b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 119.909.842.025,00
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.098.059.596.323,00
3). Belanja Modal Rp. 1.564.903.232.653,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 3.782.872.671.001,00
Jumlah Belanja Rp. 12.563.387.549.665,00
Surplus/(Defisit) Rp. 139.671.038.225,97

3. Pembiayaan

a. penerimaan Rp. 841.496.523.210,22
b. pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 841.496.523.210,22

SILPA Rp. 981.167.561.436,19



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi
anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara

. . Ditetapkan di Medan,
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, pada tanggal 28 Agustus 2019
b GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

ANDY FAISAL EDY RAHMAYADI
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19721227 199903 1006

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 38



